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Abstrak
 

Skripsi ini membahas mengenai hubungan perkawinan dengan pengakuan anak luar kawin menurut

peraturan perundang - undangan di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode kualitatif dan tipe penelitian deskriptif.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah ketentuan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan sehingga anak

yang dilahirkan di luar perkawinan dapat memiliki hubungan keperdataan tak hanya dengan ibu dan

keluarga ibu namun juga dengan ayah dan keluarga ayah selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain mempunyai hubungan darah. Untuk dapat memiliki

hubungan keperdataan dilakukan pengakuan anak luar kawin yang diatur oleh KUHPerdata, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai peraturan terbaru

setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pengakuan anak luar kawin tetap harus

memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 49 ayat 2 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Hakim

tidak konsisten menerapkan dasar hukum dalam mengabulkan Penetapan No. 175/Pdt.P/2015/PN.JKT.TIM.

......

This undergraduate thesis discusses about relation between marriage and child acknowledgment according

to regulations in Indonesia after Constitutional Court Order Number 46 PUU VIII 2010. This research used

normative juridical and qualitative method with descriptive as type of research. The Constitutional Court

Order Number 46 PUU VIII 2010 change the condition of Article 43 verses 1 Law Number 1 Year 1974

which a child born out of lawful wedlock could have civil relationships not only with the mother and her

family but also with the father and his family as long as it can be proven by science and technology and or

other evidence resulting a blood relation. To acquire civil relationship, child acknowledgment could be done

which is regulated under Book of the Law of Civil Law, Law Number 23 Year 2006, and Law Number 24

Year 2013 as the newest regulation after the Constitutional Court Order. The conclusions are after the

Constitutional Court Number 46 PUU VIII 2010, child acknowledgment still have to qualify the term

regulated by Article 49 verses 2 Law Number 24 Year 2013 and panel of Judges has been inconsistent in

case of applying legal basis to grant Court Order Number 175 Pdt.P 2015 PN.JKT.TIM.
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